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PUTUSAN
Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

HASAN DJAFAR, tempat/ tanggal lahir, Jakarta, 21 Januari 1950, umur 73
tahun, Laki — laki, Agama Islam, Warga Negara Indonseia,
pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, NIK.
3174042101500002, Alamat Pejaten Timur, RT.013 RW.005,
Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta, mengaku sebagai orang yang
bernama Azis Husin yang beralamat di Timur Kecamatan
Kraksaan RT.003 RW.003 Kelurahan Patokan Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur dan
mengaku pula beralamat di Jalan Diponegoro No0.149 Den-
pasar — Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Dedy Siringoringo, SH;
2. Safaraldy Raenanda D. Widodo S.H.;

Para Advokat yang berkantor dikantor Pengacara Dan Kon-
sultan Hukum Dedy Siringoringo,SH & Rekan beralamat di
Jalan Bhaskara Barat A-12 Surabaya - Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangaal 30 Oktober
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 8 Nopember 2023, Reg No.
4031/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGU-
GAT ;

Melawan:

1. Sedy, beralamat di Jalan Poppies | Gang Sorga, Lingk. Pering Kuta
RT.000/ RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabu-
paten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT I.

2. Hendra HS, beralamat di Jalan Poppies | Gang Sorga, Lingk. Pering
Kuta RT.000/RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
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Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut
TERGUGAT II.

3. Aldy, beralamat di Jalan Poppies | Gang Sorga, Lingk. Pering
Kuta RT.000/ RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT IIl.

Dalam hal ini Tergugat I, Il, dan IIl memberikan kuasa
khusus kepada Adji Waskito Sakti, SH, dkk, berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023, yang telah didaf-
tarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
18 Desember 2024 Reg N0.4668/Daf/2023, yang selanjutnya
disebut juga sebagai PARA TERGUGAT.

Dan:

1. | Putu Chandra, S.H.,Notaris di Denpasar, beralamat kantor di Jalan
Kepundung No. 48 Denpasar-Bali, yang disebut sebagai
TURUT TERGUGAT I.

2. NI LUH AMIK MURYATINI, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), dengan daerah kerja Kabupaten Badung,
berkantor di Jalan Raya Padang Luwih Nomor 168, Kuta
Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERGUGAT II;

3. ABDUL AZIZ ALAMUDI Bin HUSIN ALAMUDI Atau Disebut Juga AZIS
HUSIN, beralamat di JI. Pajajaran 9, RT. 001 RW. 001,
Kel/Desa Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi
Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
| Putu Windu Semara Putra, SH, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desem-
ber 2023 Reg N0.4530/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT lIi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 9 Nopember 2023 dalam Register Nomor
1236/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
25/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 4 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar No. 108/PDT/2007/PT.DPS., tanggal 3 September 2007 dan Pu-
tusan Mahkamah Agung RI No. 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember
2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26
Agustus 2010, Penggugat telah mengaku-ngaku sebagai orang yang
bernama AZIS HUSIN yang beralamat di JI. Diponegoro No. 149 Denpasar-
Bali, secara tidak benar telah mengajukan gugatan perdata tentang
perbuatan melawan hukum, dengan maksud ingin memiliki tanah Hak Milik,
Pipil Nomor 1881, Persil Nomor 263, Kelas Ill, seluas 1.060 Ha, terletak di
Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali yang saat ini sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.
4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, Atas Nama Pemegang Hak ABDUL AZIZ
ALAMUDI (Turut Tergugat Ill), selanjutnya dalam gugatan ini mohon cukup
disebut sebagai “Bidang Tanah”.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
25/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 4 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar No. 108/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 3 September 2007 dan Pu-
tusan Mahkamah Agung RI No. 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember
2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26
Agustus 2010 termaksud, selanjutnya Penggugat telah dinyatakan sebagai
pemilik atas “Bidang Tanah” tersebut.

3. Bahwa disamping Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas “Bidang
Tanah” tersebut, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
No. 25/Pdt.G/2006/ PN.Dps. tanggal 4 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2007/ PT.DPS. tanggal 3 September 2007
dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1402 K/PDT/ 2008 tanggal 18 De-
sember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tang-
gal 26 Agustus 2010 termaksud, Sertifikat Hak Milik atas “Bidang Tanah”
tersebut beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel. : Kerobokan
Kelod, atas nama pemegang haknya AZIS HUSIN.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel.
Kerobokan Kelod, atas nama pemegang haknya AZIS HUSIN tersebut,
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kemudian Penggugat menjual 2 (dua) kali “Bidang Tanah” tersebut kepada

HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) dengan harga yang berbeda,

yaitu sebagai berikut :

4.1. Dengan harga sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima
milyar rupiah), sebagaimana Akta Nomor : 100 tanggal 26 April
2012 tentang Perjanjian yang di buat di hadapan | Putu Chandra,
SH., Notaris di Denpasar (Turut Tergugat |).

4.2. Dengan harga sebesar Rp. 21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar
empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah),
sebagaimana Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
yang dibuat dihadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT
dengan daerah kerja Kabupaten Badung (Turut Tergugat Il).

5. Bahwa selanjutnya, ternyata Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012
tentang Perjanjian dengan harga jual beli sebesar Rp. 95.000.000.000,-
(sembilan puluh lima milyar rupiah) tersebut tidak lagi digunakan (tidak
terpakai lagi), melainkan hanya menggunakan Akta Jual Beli No
248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 dengan harga jual beli sebesar Rp.
21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga
ratus ribu rupiah) tersebut, sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak
Milik atas “Bidang Tanah” tersebut menjadi atas nama HAJlI SYAHRIL HS
(Pewaris Para Tergugat).

6. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengaku-ngaku sebagai orang yang
bernama AZIS HUSIN yang beralamat di JI. Diponegoro No. 149 Denpasar-
Bali, yang secara tidak benar telah mengajukan gugatan perdata seba-
gaimana posita angka 1, 2 dan 3 diatas dan secara tidak benar pula telah 2
(dua) kali menjual “Bidang Tanah” tersebut kepada HAJI SYAHRIL HS
(Pewaris Para Tergugat) sebagaimana posita angka 4 diatas, maka kemu-
dian Penggugat telah dilaporkan ke Polda Bali oleh seseorang bernama AB-
DUL AZIZ ALAMUDI (Turut Tergugat 1lI) dengan tuduhan telah melakukan
tindak pidana Membuat Surat Palsu dan Menyuruh Memasukkan Keteran-
gan Palsu Kedalam Suatu Akta Autentik yang pada akhirnya terbukti secara
sah dan meyakinkan bahwa Penggugat bersalah telah melakukan tindak pi-
dana Membuat Surat Palsu dan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu
Kedalam Suatu Akta Autentik dan atas perbuatannya tersebut, Penggugat
telah dipidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Hal ini sebagaimana Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/ 2018/PN Dps tanggal 16
April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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7. Bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa hukum sebagaimana uraian
tersebut diatas, maka secara nyata telah terjadi penyalahgunaan keadaan
(Misbruik van Omstandigheden) yang berakibat menjadi keadaan yang tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun penyalahgunaan
keadaan (Misbruik van Omstandigheden) tersebut terjadi sehubungan
dengan perbuatan hukum yaitu antara lain :

7.1. Perbuatan hukum mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan
melawan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

No. 25/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 4 Juli 2006 dan Putusan Pengadi-

lan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2007/ PT.DPS. tanggal 3 September

2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1402 K/PDT/2008 tanggal

18 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158

PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang telah mempunyai keku-

atan hukum tetap, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan sebagaimana Putusan-putusan tersebut
diatas, Penggugat telah mengaku sebagai orang yang bernama
AZIS HUSIN yang beralamat di JI. Diponegoro No. 149 Denpasar-
Bali. AKAN TETAPI fakta sebenarnya bahwa Penggugat adalah
aslinya bernama HASAN DJAFAR yang beralamat di Pejaten Timur,
RT.013 RW.005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan sama sekali
Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di JI. Diponegoro No. 149
Denpasar-Bali. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pen-
gadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/ 2018/PN Dps tanggal
16 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam gugatan sebagaimana Putusan-putusan tersebut
diatas, Penggugat telah mengaku sebagai pemilik atas “Bidang
Tanah” tersebut sehingga bisa mengajukan gugatan dalam perkara
termaksud, walaupun Penggugat secara sadar mengetahui bahwa
Penggugat bukan pemilik atas “Bidang Tanah” tersebut yang se-
harusnya tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara tersebut.

- Bahwa dalam gugatan sebagaimana Putusan-putusan tersebut
diatas, Penggugat telah mengaku sebagai pemilik atas “Bidang
Tanah” tersebut yang diperoleh dari membeli kepada | Made Gelar
sesuai Akta Perjanjian No. 43 tanggal 20 April 1976 yang dibuat di
hadapan Amir Syarifuddin, SH. Notaris di Denpasar dan sesuai

Perjanjian tanggal 28 April 1976 yang dibuat dibawah tangan, serta
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sesuai Akta Kuasa Nomor: 44 tanggal 20 April 1976 yang dibuat di
hadapan Amir Syarifuddin, SH. Notaris di Denpasar. AKAN TETAPI
fakta sebenarnya bahwa Penggugat bukan pemilik atas “Bidang
Tanah” tersebut dan Penggugat tidak pernah kenal dengan orang
yang bernama | Made Gelar serta Penggugat tidak pernah pula
membuat Akta Perjanjian No. 43 tanggal 20 April 1976 dan Akta
Kuasa Nomor : 44 tanggal 20 April 1976 di hadapan Amir Syarifud-
din, SH., Notaris di Denpasar dan juga Penggugat tidak pernah
pula membuat Perjanjian tanggal 28 April 1976 dibawah tangan
dengan orang yang bernama | Made Gelar. Hal ini dibuktikan
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
107/Pid.B/ 2018/PN Dps tanggal 16 April 2018 yang telah mempun-
yai kekuatan hukum tetap.

7.2. Perbuatan hukum jual beli sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Akta Nomor: 100 tanggal 26 April 2012 tentang Perjanjian yang di buat
di hadapan | Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar (Turut Tergugat
1), berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 tersebut
Penggugat bertindak mengaku-ngaku sebagai pemilik sah atas
“Bidang Tanah” tersebut sehingga bisa melaksanakan jual beli den-
gan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat), akan tetapi fakta
sebenarnya bahwa Penggugat secara sadar mengetahui bahwa
Penggugat bukan pemilik yang seharusnya tidak dapat melakukan
jual beli tersebut.

- Bahwa dalam Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 disebutkan
bahwa harga jual beli yang disepakati bersama Penggugat sebagai
Penjual dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat)
sebagai Pembeli adalah sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan
puluh lima milyar rupiah), dimana harga tersebut berbeda jauh atau
tidak sama dengan harga jual beli yang disepakati bersama
Penggugat sebagai Penjual dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris
Para Tergugat) sebagaimana Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal
1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana
Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Badung tersebut.
Disamping itu, pembayaran jual beli sebesar Rp. 95.000.000.000,-
(sembilan puluh lima milyar rupiah) sebagaimana Akta Nomor : 100

tanggal 26 April 2012 tersebut adalah belum lunas. Akan tetapi
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secara tidak benar, berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya,
ternyata dalam Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 tersebut
dinyatakan telah lunas. Adapun fakta bahwa pembayaran jual beli
sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar rupiah)
tersebut belum lunas adalah berdasarkan kesaksian dari AGUNG
HARI PURNOMO selaku kuasa Penggugat saat itu, sebagaimana
dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/
2018/PN Dps tanggal 16 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

- Bahwa dalam Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 disebutkan
bahwa alamat Pihak Penjual yaitu di Timur Kecamatan Kraksaan
RT.003 RW.003, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabu-
paten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur SEDANGKAN Pihak Pen-
jual dapat menjual “Bidang Tanah” tersebut didasarkan atas Serti-
fikat Hak Milik No. 4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, atas nama
pemegang haknya AZIS HUSIN, dimana Sertifikat Hak Milik No.
4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, atas nama pemegang haknya AZIS
HUSIN termaksud terbit berdasarkan adanya Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2006/ PN.Dps. tanggal 4 Juli 2006
dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2007/
PT.DPS. tanggal 3 September 2007 dan Putusan Mahkamah Agung
RI No. 1402 K/PDT/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Putusan
Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus
2010. SEDANGKAN dalam Putusan-putusan tersebut diatas, telah
jelas bahwa AZIS HUSIN sebagai Pihak Penjual tersebut beralamat
di JI. Diponegoro No. 149 Denpasar-Bali.

7.3. Perbuatan hukum jual beli sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Akta Jual Beli No: 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihada-
pan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah
kerja Kabupaten Badung (Turut Tergugat Il), berdasarkan fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
tersebut Penggugat melalui kuasanya bertindak sebagai pemilik sah
atas “Bidang Tanah” tersebut sehingga bisa melaksanakan jual beli
dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat), akan tetapi

fakta sebenarnya bahwa Penggugat secara sadar mengetahui
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bahwa Penggugat bukan pemilik yang seharusnya tidak dapat
melakukan jual beli tersebut.

- Bahwa dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
disebutkan bahwa jual beli tersebut di buat pada tanggal 1 Juni
2012. Akan tetapi fakta sebenarnya bahwa jual beli tersebut dibuat
pada tanggal 26 April 2012. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan
pengakuan langsung dari HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para
Tergugat) sendiri sebagai pihak Pembeli sebagaimana dalam Putu-
san Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/2018/PN Dps
tanggal 16 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
disebutkan dengan jelas bahwa akta tersebut dibuat dihadapan Ni
Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja
Kabupaten Badung. Akan tetapi fakta sebenarnya bahwa Akta Jual
Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 tersebut TIDAK dibuat di
hadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan
daerah kerja Kabupaten Badung, melainkan konsepnya dibuat oleh
| PUTU CHANDRA, S.H., Notaris di Denpasar, beralamat kantor di
Jalan Kepundung No. 48 Denpasar-Bali (Turut Tergugat I). Hal ini
dapat dibuktikan berdasarkan kesaksian dari | PUTU CHANDRA,
S.H. (Turut Tergugat 1) sendiri sebagaimana dalam Putusan Pen-
gadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 16
April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
disebutkan bahwa Penggugat dan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para
Tergugat) telah menghadap Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum,
PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Badung. Akan tetapi fakta
sebenarnya bahwa baik Penggugat maupun HAJI SYAHRIL HS
(Pewaris Para Tergugat) sama sekali TIDAK PERNAH menghadap,
apalagi menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Ni Luh Amik
Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabupaten
Badung tersebut. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengakuan
baik dari Penggugat maupun dari HAJlI SYAHRIL HS (Pewaris Para
Tergugat) sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 107/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 16 April 2018

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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- Bahwa dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
disebutkan bahwa harga jual beli yang disepakati bersama
Penggugat sebagai Penjual dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris
Para Tergugat) sebagai Pembeli adalah sebesar Rp.
21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua
juta tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi fakta sebenarnya bahwa
harga jual belinya adalah sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan
puluh lima milyar rupiah). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan
pengakuan langsung dari HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para
Tergugat) sendiri sebagai pihak Pembeli sebagaimana dalam Putu-
san Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/2018/PN Dps
tanggal 16 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012
disebutkan bahwa alamat Pihak Penjual yaitu di Timur Kecamatan
Kraksaan RT.003 RW.003, Kelurahan Patokan, Kecamatan Krak-
saan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur SEDANGKAN
Pihak Penjual dapat menjual “Bidang Tanah” tersebut didasarkan
atas Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, atas
nama pemegang haknya AZIS HUSIN, dimana Sertifikat Hak Milik
No. 4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, atas nama pemegang haknya
AZIS HUSIN termaksud terbit berdasarkan adanya Putusan Pen-
gadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2006/ PN.Dps. tanggal 4 Juli
2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2007/
PT.DPS. tanggal 3 September 2007 dan Putusan Mahkamah Agung
RI No. 1402 K/PDT/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Putusan
Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus
2010. SEDANGKAN dalam Putusan-putusan tersebut diatas, telah
jelas bahwa AZIS HUSIN sebagai Pihak Penjual tersebut beralamat
di JI. Diponegoro No. 149 Denpasar-Bali.

8. Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya penyalahgunaan keadaan
(Misbruik van Omstandigheden) yang berakibat menjadi keadaan yang tidak
sesuai dengan kedaan yang sebenarnya sebagaimana fakta-fakta tersebut
diatas, maka telah cukup membuktikan:

- Bahwa perbuatan Penggugat dan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para
Tergugat) yang telah melakukan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van
Omstandigheden) dalam pembuatan jual beli sebanyak 2 (dua) kali

dengan harga yang berbeda namun satu obyek jual beli, sebagaimana
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Akta Nomor: 100 tanggal 26 April 2012 DAN Akta Jual Beli No :
248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 tersebut adalah jelas merupakan perbu-
atan melawan hukum.

- Bahwa baik proses pembuatan maupun isi yang terkandung dalam Akta
Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 tentang Perjanjian yang di buat di
hadapan | Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar DAN juga Akta Jual
Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 dihadapan Ni Luh Amik
Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabupaten
Badung tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum, karenanya keber-
adaan Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 DAN Akta Jual Beli No :
248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 termaksud tidak dapat dipertahankan dan
harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan
hukum beserta dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat dan HAJI SYAHRIL HS
(yang kedudukannya digantikan oleh Para Tergugat) melakukan perbuatan
melawan hukum juga Akta Nomor: 100 tanggal 26 April 2012 dan Akta Jual
Beli No 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 termaksud dinyatakan batal demi
hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum beserta dengan segala aki-
bat hukumnya, selanjutnya demi adanya kepastian hukumnya, maka :

- Penggugat dihukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula yaitu
keadaan sebelum Penggugat mengajukan gugatan perdata sebagaimana
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2006/PN.Dps. tang-
gal 4 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.
108/PDT/2007/ PT.DPS. tanggal 3 September 2007 dan Putusan
Mahkamah Agung RI No. 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008
dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26
Agustus 2010, yaitu dengan mengembalikan atau menyerahkan kembali
“Bidang Tanah” tersebut kepada pemilik semula yaitu ABDUL AZIZ ALA-
MUDI (Turut Tergugat Ill) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel.
: Kerobokan Kelod, Atas Nama Pemegang Hak ABDUL AZIZ ALAMUDI,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini
mendapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Penggugat dihukum pula untuk mengembalikan keadaan seperti semula
yaitu keadaan sebelum Penggugat melakukan jual beli atas “Bidang
Tanah” tersebut dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) yaitu
dengan mengembalikan uang HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergu-

gat) yang telah diterima oleh Penggugat sebagai pembayaran atas jual
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beli sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No
248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ni Luh Amik
Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabupaten
Badung tersebut kepada Para Tergugat (ahli waris HAJl SYAHRIL HS),
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini
mendapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS) dihukum untuk menerima
pengembalian uang pembayaran jual beli yang pernah dibayarkan
kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli
No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ni Luh Amik
Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabupaten
Badung tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung se-
jak perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Apabila Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS) dalam
waktu termaksud tidak bersedia menerima pengembalian uang
pembayaran jual beli tersebut, maka Penggugat dihukum untuk
menitipkan uang (konsinyasi) pengembalian pembayaran jual beli
termaksud kepada Pengadilan Negeri Denpasar, agar uang Konsinyasi
tersebut diserahkan kepada Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL
HS).

- Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS) atau siapa saja yang
mengaku mendapatkan hak daripadanya dan atau yang mendapatkan
manfaat atas “Bidang Tanah” tersebut dihukum untuk mengembalikan
“Bidang Tanah” termaksud kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang untuk selanjutnya
“Bidang Tanah” tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada pemiliknya
semula yaitu ABDUL AZIZ ALAMUDI (Turut Tergugat Ill) sebagaimana
Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, Atas Nama Pe-
megang Hak ABDUL AZIZ ALAMUDI.

10. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon
agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uitvorbaar bijvoorradd) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun
Kasasi, baik yang diajukan oleh Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL
HS), Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il atau oleh Pihak Lainnya.

11. Bahwa dijadikannya :
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- I PUTU CHANDRA, S.H., Notaris di Denpasar, beralamat kantor di Jalan
Kepundung No. 48 Denpasar-Bali sebagai Pihak TURUT TERGUGAT |
dalam perkara ini adalah karena Turut Tergugat | tersebut adalah selaku
Pihak yang namanya disebutkan dalam Akta Nomor : 100 tanggal 26 April
2012 tentang Perjanjian sebagai pejabat yang dihadapannya dibuat Akta
termaksud, sehingga karenanya, Turut Tergugat | tersebut harus tunduk
dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

- NI LUH AMIK MURYATINI, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kabupaten Badung, berkantor di
Jalan Raya Padang Luwih Nomor 168, Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali sebagai Pihak TURUT TERGUGAT Il dalam perkara ini
adalah karena Turut Tergugat Il tersebut adalah selaku Pihak yang na-
manya disebutkan dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni
2012 sebagai pejabat yang dihadapannya dibuat Akta termaksud,
sehingga karenanya, Turut Tergugat Il tersebut harus tunduk dan patuh
terhadap putusan dalam perkara ini.

- ABDUL AZIZ ALAMUDI Bin HUSIN ALAMUDI Atau Disebut Juga AZIS
HUSIN, beralamat di JI. Pajajaran 9, RT. 001 RW. 001, Kel/Desa Klojen,
Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai Pihak
TURUT TERGUGAT lIl dalam perkara ini adalah karena Turut Tergugat
Il tersebut adalah selaku Pihak yang namanya disebutkan atau Nama
Pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel. : Kerobokan
Kelod, sehingga karenanya, Turut Tergugat Il tersebut harus tunduk dan
patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan posita sebagaimana tersebut diatas sebagai alasan-alasan hukum

dalam gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon kehadapan yang mulia Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau yang mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Penggugat dan HAJlI SYAHRIL HS (yang kedudukannya
digantikan oleh Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum.

3. Menyatakan:

- Akta Nomor: 100 tanggal 26 April 2012 tentang Perjanjian yang di buat di
hadapan | Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar.
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- Akta Jual Beli No: 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan
Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabu-
paten Badung.

Adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum beserta

dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan keadaan seperti semula
yaitu keadaan sebelum Penggugat mengajukan gugatan perdata
sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
25/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 4 Juli 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar No. 108/PDT/2007/ PT.DPS. tanggal 3 September 2007 dan Pu-
tusan Mahkamah Agung Rl No. 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember
2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26
Agustus 2010, yaitu dengan mengembalikan atau menyerahkan kembali
“Bidang Tanah” tersebut kepada pemilik semula yaitu ABDUL AZIZ ALA-
MUDI (Turut Tergugat 1ll) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 4773/ Kel. :
Kerobokan Kelod, Atas Nama Pemegang Hak ABDUL AZIZ ALAMUDI, se-
lambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini
mendapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan keadaan seperti semula
yaitu keadaan sebelum Penggugat melakukan jual beli atas “Bidang Tanah”
tersebut dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) yaitu dengan
mengembalikan uang HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) yang
telah diterima oleh Penggugat sebagai pembayaran atas jual beli seba-
gaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1
Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum,
PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Badung tersebut kepada Para
Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS), selambat-lambatnya 14 (empat be-
las) hari terhitung sejak perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS) untuk menerima
pengembalian uang pembayaran jual beli yang pernah dibayarkan kepada
Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No :
248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ni Luh Amik
Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Badung
tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara
ini mendapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Apabila Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS) dalam waktu termak-
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sud tidak bersedia menerima pengembalian uang pembayaran jual beli
tersebut, maka Penggugat dihukum untuk menitipkan uang (konsinyasi)
pengembalian pembayaran jual beli termaksud kepada Pengadilan Negeri
Denpasar, agar uang Konsinyasi tersebut diserahkan kepada Para Tergugat
(ahli waris HAJlI SYAHRIL HS).

7. Menghukum Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL HS) atau siapa saja
yang mengaku mendapatkan hak daripadanya dan atau yang mendapatkan
manfaat atas “Bidang Tanah” tersebut untuk mengembalikan “Bidang Tanah”
termaksud kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
terhitung sejak perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap yang untuk selanjutnya “Bidang Tanah” tersebut
diserahkan oleh Penggugat kepada pemiliknya semula yaitu ABDUL AZIZ
ALAMUDI (Turut Tergugat lll) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 4773/
Kel. : Kerobokan Kelod, Atas Nama Pemegang Hak ABDUL AZIZ ALA-
MUDI.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uitvorbaar bijvoorradd) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun
Kasasi, baik yang diajukan oleh Para Tergugat (ahli waris HAJI SYAHRIL
HS), Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il atau oleh Pihak Lainnya.

9. Menghukum Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Il untuk
tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mulia Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat
Il hadir Kuasa Hukumnya Adji Waskito Sakti, SH, dkk, berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2024 Reg No.
4668/Daf/2023, dan Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il tidak pernah hadir
dalam persidangan, dan Turut Tergugat Il hadir Kuasa Hukumnya bernama |
Putu Windu Semara Putra, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggan 5 Desem-
ber 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 11 Desember 2023 Reg N0.4530/Daf/2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I. G. N. A.
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Aryanta Era W, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari
2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa

Tergugat |, II, [l memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelumnya, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Kami Muli-
akan bahwasanya PARA TERGUGAT dengan tegas menyatakan menolak
seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya,
kecuali terhadap dalil-dalii dan fakta-fakta yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban Gugatan ini.

- Adapun uraian eksepsi dan bantahan kami dalam pokok perkara yang dia-
jukan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI 01

GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA
PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STAND-
ING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (GEMIS AANHOEDANIGHEID /
DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1. Bahwa, setelah PARA TERGUGAT mencermati isi Gugatan PENGGUGAT,

ditemukan fakta hukum berikut :

a. PENGGUGAT mengaku telah menipu Haji Syahril HS (ayah kan-
dung PARA TERGUGAT) dengan mengaku-ngaku sebagai Azis
Husin pada saat menjual sebidang tanah yang terletak di Banjar Batu
Belig, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Bali yang selanjutnya disebut “Bidang Tanah” (vide posita

angka 4 halaman 3 Gugatan a quo); dan

b. PENGGUGAT mengaku telah menipu lembaga pemerintah dan
peradilan yang sangat kita hormati (Pengadilan Negeri Denpasar,
Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung Republik In-
donesia, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
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Pertanahan Nasional) dengan mengaku-ngaku sebagai Azis Husin
dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
25/Pdt.G/2006/PN.Dps Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Den-
pasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PDT/2008 Jo. Putusan Pen-
injauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158

PK/Pdt/2010 (vide posita angka 1 — 3 halaman 3 Gugatan a quo).

2. Bahwa, dengan pengakuan tersebut, berdasarkan Pasal 1925 KUHPer-
data, cukup alasan untuk membuktikan bahwasanya PENGGUGAT
tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap
PARA TERGUGAT dalam perkara a quo karena PENGGUGAT bukan-
lah pihak dalam perkara-perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadi-
lan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006
Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008
Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 158
PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

3. Bahwa, seluruh posita dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGU-
GAT yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku sebagai AZIS
HUSIN dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan Banding Pen-
gadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 Septem-
ber 2007 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1402 K/PD dan kemudian menjual Bidang Tanah tersebut kepada
Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) TELAH MEMBUK-
TIKAN DAN MENEGASKAN BAHWASANYA PENGGUGAT ADALAH
MAFIA TANAH vyang berhasil memanfaatkan peluang dengan cara
memalsukan identitas dari orang lain dan karena akibat dari perbuatannya
sebagai AZIS HUSIN telah merugikan Haji Syahril HS (ayah kandung
PARA TERGUGAT) hingga kemudian meninggal dunia akibat merasa

tertekan dengan permasalahan hukum yang menimpa dirinya tersebut.

4. Bahwa karena dirinya terbukti adalah Mafia Tanah yang harus diberangus
modus operandinya, PENGGUGAT harus dinyatakan tidak memiliki ka-
pasitas hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan Gugatan
a quo kepada PARA TERGUGAT;
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5. Bahwa, berdasarkan Pasal 163 HIR, menyatakan sebagai berikut :
“Barang siapa mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu
kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang

lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

6. Bahwa, sesuai Pasal 163 HIR di atas, maka PENGGUGAT yang meny-
atakan telah mengaku sebagai AZIS HUSIN dalam perkara Putusan Pen-
gadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli
2006 Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PDT dan telah men-
jual Bidang Tanah kepada Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGU-
GAT) harus membuktikan dasar kepemilikan haknya atas Bidang Tanah

tersebut;

7. Bahwa, dalam posita-positanya, PARA TERGUGAT tidak menemukan
dalil-dalil yang menguatkan kedudukan PENGGUGAT sebagai pemilik
Bidang Tanah yang sah. Bahkan, dalam petitum-petitumnya: PENGGU-
GAT memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk
menghukum dirinya sendiri berdasarkan posita-posita yang terbukti
PENGGUGAT lakukan sendiri tanpa ada keterlibatan dari PARA TER-
GUGAT.

8. Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas point d’interet point
d’action yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu
gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak.
Dengan demikian, apabila tidak mempunyai alas hak atau kepentingan
hukum yang cukup dan layak maka pihak tersebut tidak mempunyai legal

standing untuk mengajukan gugatan;

Selain itu, apabila terdapat dalil yang mengatakan adanya kepentingan
yang dirugikan namun tidak didasarkan atas alas hak yang sah, maka
pihak tersebut demi hukum tidak memiliki kepentingan hukum. Dengan
tidak adanya kepentingan hukum yang cukup dan layak, maka tidak
adanya kerugian apapun yang dapat dituntut karena tidak adanya
kewenangan atau hak hukum yang cukup dan layak untuk mengajukan

gugatan.

In casu, PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum apapun se-

lain ingin menghindari pertanggungjawabannya sebagai Mafia Tanah
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dan pun tidak ada kerugian yang dideritanya mengingat PENGGUGAT
telah menerima uang sebesar Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh
lima milyar Rupiah) dari Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGU-
GAT). Selain itu, alas hak yang sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor
4773IKerobokan Kelod yang masih tercatat atas nama Haji Syahril HS
dan juga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik In-
donesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tertanggal 12 Januari 2023.

9. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dinyatakan bahwa :

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang
mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan
masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. Asas
legitima persona standi in judicio dan gugatan yang secara salah
diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu
gugatan yang tidak dapat diterima”;

Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 juga menjelaskan bahwa :

“Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan
suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan
karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata
adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur,

maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 dinyatakan bahwa

“Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan
gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang
mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang
disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak
memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka
gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan

cacat error in persona”;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwasanya PENGGUGAT tidak mempunyai hak
hukum yang cukup dan layak untuk mengajukan Gugatan a quo
karena PENGGUGAT terbukti adalah mafia tanah yang sangat
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merugikan PARA TERGUGAT selaku pemilik yang sah atas Bidang
Tanah. Dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk
menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard);

EKSEPSI 02

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MENGANDUNG NEBIS
IN IDEM DENGAN PERKARA-PERKARA YANG TELAH MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT (VIDE PASAL 1917

KUHPERDATA)

11. Bahwa, setelah mencermati seluruh isi Gugatan dimaksud, PARA TERGU-
GAT menemukan fakta-fakta hukum dimana Gugatan PENGGUGAT ter-

bukti mengandung Ne bis in Idem dengan alasan-alasan berikut :

a) Gugatan a quo mengandung kesamaan pokok perkara dengan
pokok perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum

tetap berdasarkan :

- Putusan Peninjauan Kembali Ke-II Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/PDT/2018
tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali
Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps
tanggal 16 Januari 2017 (“Putusan Perkara I"); dan

- Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726
PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2821 K/PDT/2018 tanggal 14
November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor
162/PDT/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pdt.G/2015/PN. Dps
tanggal 9 Mei 2017 (“Putusan Perkara II");
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b) Gugatan a quo memiliki kesamaan-kesamaan dengan kedua perkara
yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana

diuraikan diatas, yakni :

- Soal yang dituntut /| Objek Perkara sama : status kepemilikan
Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

4773IKerobokan yang terletak di Banjar Batu Belig, Desa
Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi
Bali atas nama Haji Syahril HS yang secara yuridis dan sah telah
diputuskan sebagai milik ahli waris Haji Syahril HS dalam Putu-

san Perkara | maupun Putusan Perkara Il.

- Pihak-pihak yang terkait sama :

Putusan Putusan
Pihak-Pihak | Gugatan a quo
Perkara | Perkara Il
Abdul Aziz

Hasan Djafar

Alamudi Bin AA Ngurah
PENGGUGA | yang mengaku

Husin Alamudi | Gede Agung

T sebagai Azis . .
) disebut juga | (Penggugat I)
Husin
AZIS HUSIN
Haji Syahril Haji Syabhril
HS (yang HS (yang
Sedy, Hendra kemudian kemudian

HS dan Aldy dilanjutkan dilanjutkan

TERGUGAT selaku Ahli oleh ahli oleh ahli
Waris Haji warisnya warisnya
Syahril HS karena karena
meninggal meninggal
dunia) dunia)
TURUT - Putu | Kepala Kantor -
TERGUGAT Chandra, Badan
S.H. Pertanahan
_ Ni Luh Amik| Nasional
Muryatini, Kabupaten
SH. Badung
- Abdul  Aziz
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Alamudi bin
Husin

Alamudi

- Alasan dan dasar hukum sama :

a. PENGGUGAT yang mengaku sebagai Azis Husin menawarkan
Bidang Tanah kepada Haji Syahril HS dengan dasar hukum dan
alas hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan
Kelod dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS
tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah
Agung Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008
Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor
158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

b. PENGGUGAT yang mengaku sebagai Azis Husin kemudian men-
jual Bidang Tanah kepada Haji Syahril HS berdasarkan Akta
Nomor 100 Tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT
TERGUGAT | dan Akta Jual Beli Nomor 248/2012 Tanggal 1 Juni
2012 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II;

c. Setelah jual beli dilakukan dengan penuh itikad baik dan uang
sebesar Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar Rupiah)
telah diterima oleh PENGGUGAT di tahun 2012, TURUT TERGU-
GAT Il mengklaim dirinya adalah Azis Husin yang asli muncul
dan menuntut Bidang Tanah dimaksud berdasarkan Pipil 1881
Persil 263 Kelas llI;

d. TURUT TERGUGAT Ill yang mengklaim dirinya adalah Azis
Husin yang asli mendasarkan kepemilikannya atas Bidang Tanah
berdasarkan Putusan Pidana yang menyatakan PENGGUGAT

terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan identitas; dan

e. Dasar hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo adalah
Perbuatan Melawan Hukum (Misbruik van Omstandigheden) se-

bagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

12. Bahwa, terkait objek perkara | pokok persoalan, pihak-pihak dan

alasan yuridis yang mendasari Gugatan a quo, telah mendapatkan
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kekuatan yuridis berdasarkan putusan-putusan peradilan yang telah
berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Perkara | maupun berdasarkan Putusan Perkara Il yang pada
pokoknya memutuskan bahwasanya Bidang Tanah yang diperkarakan
kembali oleh PENGGUGAT adalah sah dan berkekuatan hukum tetap
sebagai milik AlIm. H. SYAHRIL HS (ayah kandung PARA TERGUGAT).
Dengan demikian, adalah cukup bukti dan berkekuatan hukum sem-
purna, Gugatan a quo mengandung kesamaan-kesamaan pokok den-

gan Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il (Nebis In Idem);

13. Bahwa, mohon Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menimbang
terpenuhinya semua unsur kesamaan pokok perkara atau nebis in
idem dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang

dikutip berikut :

Pasal 1917 KUHPerdata

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan
mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal

putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang
dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan

yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak

yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

14. Bahwa, selain didasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata seba-
gai dasar hukum yang pokok, mohon kepada Majelis Hakim Yang Kami
Muliakan juga mempertimbangkan yurisprudensi-yurisprudensi dan
doktrin ahli berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547
KISip/1973 tanggal 13 April 1976 yang dikutip berikut :

Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak
telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh
“kekuatan hukum yang tetap”, maka hal ini mengandung arti
bahwa “objek sengketa” telah diberikan “status hukum” dalam
suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama

objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka

disini berlaku asas “ne bis in idem”. Sehingga dari segi Hukum
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Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh
kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan

dalam “objek sengketa-nya.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123
KISip/1968 tanggal 23 April 1969 yang dikutip berikut :

Dalam gugatan terdahulu, putusan Pengadilan Negeri No.
80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telah berkekuatan hukum mutlak, telah
ditetapkan status hukum tanah sengketa penyita adalah tanah
sikep/kesikepan Desa Ciawi. Dalam gugatan yang baru, tanah
tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri No. 112/1966/Pdt/PN.Tjn,
dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasil jual beli
antara Penggugat dan Tergugat |. Gugatan baru ini menurut
Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang
berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena
memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status
hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang
sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat

diterapkan asas hukum ne bis in idem.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20
Mei 2002 yang dikutip berikut :

Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama

dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan

hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.

- Doktrin ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul
Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan dikatakan bahwasanya syarat-
syarat ne bis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata adalah

sebagai berikut :
a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

a. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap;

b. Putusan bersifat positif.
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15. Bahwa, dengan terpenuhinya unsur kesamaan antara Gugatan a quo
dengan Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il, demi memenuhi
rasa keadilan dan asas kepastian hukum yang mengedepankan hak-
hak dari korban-korban Mafia Tanah (in casu PENGGUGAT) seperti
PARA TERGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Kami Muliakan
untuk mempertimbangkan kepentingan stabilitas hukum agar hak-
hak yang telah diperoleh status berdasarkan keputusan hakim se-
belumnya tidak mudah dicabut kembali atau membebani hak-hak kor-
ban seperti PARA TERGUGAT dalam perkara ini.

16. Bahwa, berdasarkan uraian diatas dan dasar-dasar hukum yang terang
dan jelas, adalah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim,
untuk menyatakan bahwasanya pokok perkara /| gugatan yang dia-
jukan oleh PENGGUGAT pada dasarnya terbukti mengandung unsur
nebis in idem, sehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya untuk diny-

atakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

EKSEPSI 03

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

17. Bahwa, sebelumnya kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Kami
Muliakan, untuk memeriksa dengan cermat dan seksama bahwasanya :
formulasi maupun seluruh isi Gugatan yang diajukan oleh
PENGGUGAT tidak menguraikan kronologis (feitelijke gronden) dan
dasar hukum (rechtelijke gronden) sama sekali mengenai perbuatan
melawan hukum yang dituduhkan dilakukan oleh PARA TERGUGAT,
melainkan penjabaran kronologis (feitelijke gronden) dan dasar
hukum (rechtelijke gronden) hanya mengenai perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri sebagai seorang

Mafia Tanah (vide Posita angka 7 — 8 halaman 4 - 7 Gugatan a quo).

18. Bahwa, suatu gugatan perdata dinyatakan memiliki formulasi yang terang
(duedelijk), apabila dalam posita (fundamentum petendii) memenuhi syarat
dengan memuat dua unsur penting, yakni : dasar fakta (feitelijke gronden)
dan dasar hukum (rechterlijke gronden) yang dapat dibuktikan dilakukan

oleh pihak yang digugat / tergugat.

19. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya dua unsur | syarat penting dalam
formulasi Gugatan yang terang (duedelijk) terhadap perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atau Haiji
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Syahril HS dalam Gugatan a quo, maka kualitas Gugatan yang dia-
jukan oleh PENGGUGAT menjadi gelap (onduedelijk) atau tidak jelas

atau kabur (obscuur libel).

20. Bahwa, atas dasar ketidakjelasan kronologis (feitelijke gronden) dan dasar
hukum (rechtelijke gronden) mengenai perbuatan PARA TERGUGAT atau
Haji Syahril HS yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo,
merujuk pula pengertian eksepsi Obscuur Libel menurut doktrin (Alm) M.
Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata
tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan
Pengadilan” Cetakan ke-6 (2007, Sinar Grafika) Halaman 448, Gugatan a
quo tidak terang atau isinya gelap (onduedelijk) atau formulasi

gugatan yang tidak jelas atau tidak memenuhi syarat formil.

Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Kami
Muliakan untuk menimbang dan menyatakan Gugatan yang diajukan
oleh PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

EKSEPSI 04

GUGATAN DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK (VEXATIOUS
LITIGATION)
21. Bahwa, menimbang seluruh isi Gugatan yang pada pokoknya PENGGU-

GAT menggugat dirinya sendiri karena perilaku jahatnya sebagai
Mafia Tanah yang kemudian dengan segala siasat berkedok ‘jalur hukum’
yang dimilikinya, PENGGUGAT mencoba menarik paksa PARA TERGU-
GAT untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah
mereka lakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan yang di-
ajukan oleh PENGGUGAT terbukti didasarkan pada itikad buruk (vex-

atious litigation).

22. Bahwa, pemenuhan adanya itikad buruk PENGGUGAT dalam menga-

jukan Gugatan ini sangat mudah dibuktikan:

a. Pengakuan PENGGUGAT sendiri yang menyatakan dirinya adalah
‘penjahat’ karena berhasil mengaku-ngaku sebagai Azis Husin
dan berhasil ‘mengelabui’ pihak-pihak seperti Haji Syahril HS (ayah
kandung PARA TERGUGAT), lembaga-lembaga peradilan (Pengadilan
Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia) hingga lembaga kenegaraan (Kementerian Agraria

dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) se-
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bagaimana diuraikan secara tegas dan lugas pada Posita angka 1, 6,

7 dan 8 halaman 3 — 7 Gugatan a quo.

b. Petitum yang dituntut oleh PENGGUGAT adalah menghukum
dirinya sendiri dan menarik paksa PARA TERGUGAT untuk di-
hukum bersama-sama dengan seorang ‘Mafia Tanah’ seperti
PENGGUGAT dan kemudian mengembalikan kondisi seperti sebelum
dirinya menjadi ‘Mafia Tanah’ seolah-olah dirinya hendak ‘cuci tangan’
dan ‘menguntungkan’ TURUT TERGUGAT III.

c. Bidang Tanah telah diberi status final dan berkekuatan hukum
tetap berdasarkan Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il yang
diketahui oleh PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan
PARA TERGUGAT adalah pemilik yang sah atas Bidang Tanah dan
Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) adalah pembeli
beritikad baik berdasarkan Akta Nomor 100 Tanggal 26 April 2012
yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli
Nomor 248/2012 Tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan
TURUT TERGUGAT II.

23. Bahwa, merujuk pada Black’s Law Dictionary (9" Edition) USA Reuters,
2009, suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang dengan itikad

buruk (vexatious lawsuit) memiliki pengertian berikut :

“a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to

create trouble and expense for the party being sued”,

Yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai berikut : gugatan yang
diajukan dengan itikad buruk dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang
dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat, permasalahan

serta pengeluaran finansial.

24. Bahwa, sangat memenuhi rasa keadilan bagi PARA TERGUGAT apabila
Majelis Hakim Yang Kami Muliakan mengedepankan prinsip keadilan
dan kepastian hukum dimana gugatan-gugatan yang mengandung
itikad buruk secara terang-benderang semisal Gugatan a quo,
sepatutnya tidak boleh dibiarkan menjadi tren dalam budaya
peradilan, sehingga terhadap Gugatan a quo patut dan wajib, serta
beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, untuk
dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima (niet ontvankelijk verklaard).
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DALAM POKOK PERKARA

25. Bahwa, sebelum PARA TERGUGAT membantah seluruh dalil dalam pokok
perkara Gugatan a quo, PARA TERGUGAT memohon dengan segala
hormat kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menganggap
hal-hal yang telah PARA TERGUGAT sampaikan pada bagian Eksepsi
di atas merupakan satu-kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari

bagian Pokok Perkara ini.

26. Bahwa, secara tegas kembali diuraikan bahwasanya PARA TERGUGAT
menolak seluruh dalil Gugatan a quo, kecuali atas dalil-dalil dan fakta-

fakta yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

27. Bahwa, tanggapan-tanggapan / bantahan-bantahan terhadap Gugatan a

quo dapat kami uraikan berikut ;

BANTAHAN 01

PENGGUGAT MENYAMPAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK ADA
KAITANNYA DENGAN PARA TERGUGAT

28. Bahwa, secara tegas dan berulang-ulang PARA TERGUGAT sam-
paikan: pokok perkara dalam Gugatan a quo memiliki kesamaan ob-
jek perkara, alasan hukum dan pihak-pihak terkait dengan pokok
perkara yang telah diputus final dan berkekuatan hukum tetap

(inkracht) berdasarkan Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il.

29. Bahwa, PARA TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas
dalil PENGGUGAT pada Posita angka 1 — 3 halaman 3 Gugatan a quo
yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mengaku-
ngaku sebagai orang yang bernama AZIS HUSIN yang telah mengajukan
gugatan dengan maksud ingin memiliki sebidang tanah berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan Kelod yang gugatannya
dimenangkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 4 Juli 2006 Juncto
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS
tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008 Juncto
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 PK/Pdt/2010

tanggal 26 Agustus 2010 dan berdasarkan putusan a quo, tanah tersebut
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telah beralih menjadi milik AZIS HUSIN berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Nomor 4773/Kerobokan Kelod;

30. Bahwa, perlu dipertegas kembali : dalam perkara yang diajukan oleh
PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, PARA
TERGUGAT maupun Haji Syahril HS bukanlah pihak terkait, sehingga
tidak pernah mengetahui secara pasti jika saat itu (periode tahun 2006
— 2014), PENGGUGAT adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai
orang yang bernama AZIS HUSIN dan baru mengetahuinya di tahun
2015 setelah TURUT TERGUGAT Ill menggugat Haji Syahril HS (ayah
kandung PARA TERGUGAT) dalam Putusan Perkara |I. Dengan demikian,
peralihan Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor
4773/Kerobokan Kelod dari PENGGUGAT kepada Haji Syahril HS (ayah
kandung PARA TERGUGAT) pada tahun 2012 berdasarkan Akta Nomor
100 Tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT | dan
Akta Jual Beli Nomor 248/2012 Tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan
TURUT TERGUGAT Il adalah sah dan berdasar hukum serta
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sekaligus Haji Syahril HS (ayah
kandung PARA TERGUGAT) adalah seorang pembeli beritikad baik. Hal
mana keabsahan dan status Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TER-
GUGAT) telah dibuktikan dalam Putusan Perkara | dan Putusan

Perkara Il.

31. Bahwa, secara yuridis, PARA TERGUGAT membenarkan dalil
PENGGUGAT pada angka 4 yang pada pokoknya mengatakan sebagai
berikut :
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4. Bahwe selanjutnya berdasarkan Sertifikat H ilik N |
tnya rk 2 fak Milik No. 4773/ Kel. : Kerobokan Kelod, at
Lr;rlna‘ pemegang naﬁkrwa %ZI.S HUSIN tersebut, kemudian Penggugat menjual 2 ('dutgj
i "Bidang Tanah” tersebut kepada HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) dengan
harga yang berbeda, yaitu sebagai berikut : S
4.1. Dengan harga sebesar Rp. 95.000.000.00 i i i
; g . N N -000,~ (sembilan puluh lima milyar
;Léﬁ;::]}i,a:eb;?a?ina Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 tent.ayng
T yang di buat di hadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar (Turut
-3
—

4.2. Dengan harga sebesar Rp. 21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar empat
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana Akta Jual Beli
No : _24_[-8!2[:!12.- tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan MNi Luh Amik
l’:ggﬁctazj,‘ﬁanana Hukum, PPAT dengan daerzsh kerja Kabupaten Badung (Turut
fer gat II).

32. Bahwa, memang benar PENGGUGAT yang pada saat itu mengaku-
ngaku sebagai AZIS HUSIN, telah menjual Bidang Tanah kepada
PARA TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26
April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli
Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TER-
GUGAT II.

33. Bahwa, status hukum dan hak atas Bidang Tanah yang didasarkan
pada kedua akta dimaksud saat ini telah sah dan berkekuatan hukum
tetap serta diputuskan menjadi milik PARA TERGUGAT berdasarkan
Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il. Dengan demikian, demi
kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan yang harus hidup
dan tumbuh di masyarakat melalui lembaga peradilan yang mulia ini,
status hukum dan hak tersebut harus ditegakkan dan dikuatkan

dalam putusan-putusan perkara a quo.

34. Bahwa, selain status hukum dan hak atas Bidang Tanah yang disahkan
dan dinyatakan sebagai milik PARA TERGUGAT, status hukum dan ke-
absahan atas Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012 yang
dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli Nomor
248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGU-

GAT Il sebagaimana diuraikan di atas, telah dinyatakan sah dan
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berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat

berdasarkan Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il.

35. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Posita angka 5 hala-
man 4 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

5. Bahwa selanjutnya, temyata Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 tentang Perjanfian
E:angankha.r ga jual bell sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puiuh lima milyar rupizh)
~ersebu~. tidak lagi digunakan (tidek terpakai lagi), melainkan hanya mengqunakan Akta
Jual Bell No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2012 dengan harga jual bell sebesar Rp.
21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh duz juta tiga ratus ribu
rupian) terseout, sebagal dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milk atas “Bidang
Tanah" tersebut menjadi atas nama HATI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat). )

36. Bahwa, tidak ada perjanjian yang tidak terpakai dalam proses jual beli
Bidang Tanah oleh Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT)
karena pada dasarnya, kedua akta perjanjian yang dibuat antara
PENGGUGAT dengan Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGU-
GAT) telah disahkan dan diberlakukan sebagai bukti peralihan hak
dari PENGGUGAT kepada Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TER-
GUGAT) dan bukti kepemilikan hak PARA TERGUGAT atas Bidang
Tanah sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Perkara | dan Putusan

Perkara Il.

Adapun Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012 yang dibuat
dihadapan TURUT TERGUGAT | dibuat dan dimaksudkan sebagai perjan-
jian awal yang menjadi dasar adanya penerimaan uang sejumlah Rp
95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar Rupiah) oleh PENGGUGAT
secara penuh / lunas dan Akta Jual Beli Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni
2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT Il digunakan sebagai
alas hak dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan
Kelod atas nama H. SYAHRIL HS (ayah kandung PARA TERGUGAT).
Mengenai adanya perbedaan harga, hal tersebut tidak lantas membuat
seseorang harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam
hubungan keperdataan antara PENGGUGAT dengan Haji Syahril HS
(ayah kandung PARA TERGUGAT).

37. Bahwa, selanjutnya, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Posita
angka 6 halaman 4 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan

sebagai berikut :
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38. Bahwa, dalil PENGGUGAT sebagaimana disebut diatas adalah dalil

6. B.Iahw.a! cleh karena Penggugat telah mengaku-ngaku sebagai orang yang bemama AZIS
‘H..Jslw yang »beralamat di JI. Diponegoro No. 149 Denpasar-8ali, yang secara tidak benar
telah mlxangajukan gugatan perdata sebagaimana posita angka 1, 2 dan 3 diatas dan
secara tidak benar pula telah 2 (dua) kali menjual “Bidang Tanah” tersebut kepada HAJI
SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) sebagaimana posita angka 4 diatas, maka kemudian
Penggugat telah dilaporkan ke Polda Bali gleh seseorang bernama ABDUL AZIZ ALAMUDI
(Turut Tergugat III) dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana Membuat Surat Paisy
dan_ Men::uruh memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Autentik yang pada
qkh‘rnlwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat bersalah telah melakukan
jcmaax pidana Membuat Surat Palsu dan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu
r(ed_a]arr‘. Suatu Akta Autentik dan atas perbuatannya tersebut, Penggugat telah dipidana
Penjara selama 5 (lima) bulan. Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Dehpasér

Nomor 107/Pid.Bf 2018/PN Dps tanaaal 1 il 201 1 i it
el ps tanggal 16 April 2018 yeng telah mempunyai kekuatan

yang sesat-menyesatkan dan tidak berkaitan sama sekali dengan
PARA TERGUGAT karena seluruh redaksional tersebut hanyalah
menggambarkan perbuatan ‘jahat’ yang dilakukan oleh PENGGUGAT
sendiri dan pengakuan secara faktual diri PENGGUGAT adalah Mafia
Tanah yang memiliki modus operandi yang sangat merugikan PARA
TERGUGAT.

Perlu ditegaskan sekali lagi, bahwasanya PARA TERGUGAT tidak
termasuk sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putu-
san Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS
tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Nomor 1402 K/PD, sehingga PARA TERGUGAT sama
sekali tidak mengetahui saat itu, PENGGUGAT adalah orang yang
mengaku-ngaku sebagai AZIS HUSIN.

39. Bahwa, untuk mengulang kembali penjabaran-penjabaran yang berhasil
membuktikan mengenai keabsahan peralihan Bidang Tanah dari
seseorang yang saat itu mengaku-ngaku sebagai AZIS HUSIN kepada
Alm. H. SYAHRIL HS (ayah kandung PARA TERGUGAT), sebagaimana
telah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara | maupun Putusan Perkara
II, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,
sehingga Haji Syahrii HS (ayah kandung PARA TERGUGAT)

memenuhi unsur-unsur yuridis untuk dinyatakan sebagai Pembeli
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Yang Beritikad Baik. Dengan status dan kedudukan hukum sebagai
Pembeli Yang Beritikad Baik, sudah sepatutnya PARA TERGUGAT
mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA
Nomor 4 Tahun 2016.

40. Bahwa, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Pembeli
Yang Beritikad Baik yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal
1338 Ayat (3) KUHPerdata adalah pihak-pihak pembeli yang memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata
cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan
peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum; atau
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
atau
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang
dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui
Kepala Desa/Lurah setempat).
J Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual
beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa

tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan

objek tanah yang diperjanjikan antara lain :

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang

menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

- Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak

tanggungan, atau;

- Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan
dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut

dengan pemegang sertifikat;
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41. Bahwa, berkesesuaian dengan syarat-syarat Pembeli Yang Beritikad
Baik tersebut, Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT)
memenuhi ketentuan sebagai pihak yang harus mendapat perlindun-
gan hukum di hadapan lembaga-lembaga peradilan karena Haji Syabhril
HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) membeli Bidang Tanah dihadapan
TURUT TERGUGAT Il selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Kabupaten Badung sesuai Akta Jual Beli Nomor 248/2012 Tanggal 1 Juni
2012 yang dibuat dihadapannya, serta PENGGUGAT menerima harga jual
yang layak dari Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) pada
saat itu. Bahkan, Haji Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) juga
telah memeriksa dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Bidang
Tanah, seperti penjual adalah Azis Husin yang kemudian juga diperoleh
keterangan sertifikat yang sah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,
serta mendapat fakta riwayat hak atas tanah tersebut yang telah mendapat
keputusan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan Band-
ing Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3
September 2007 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik In-
donesia Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008 Juncto Putu-
san Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158
PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

42. Bahwa, selain itu, Pembeli Yang Beritikad Baik seharusnya juga dapat
ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat celah
terhadap barang yang dibeli. Hal ini dipertegas oleh pendapat-pendapat

ahli hukum yakni sebagai berikut :

- Subekti dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian halaman 15
menyatakan bahwa : “Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli
yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan

orang yang sebenarnya bukan pemilik”;

- Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul Itikad Baik Dalam
Kebebasan Berkontrak halaman 194 menyatakan bahwa : “Pembeli
yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan
penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang

yang dijual itu”;

- Agus Yudha Hernoko dalam bukunya yang berjudul Hukum

Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian halaman 25
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yang menyatakan bahwa : “Pembeli yang beritikad baik adalah orang
yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang

yang dibelinya itu”,

43. Bahwa, bantahan-bantahan serta penjelasan-penjelasan sebagaimana
telah kami uraikan diatas, dalam amar Putusan Perkara | dan amar
Putusan Perkara Il telah dinyatakan dengan tegas bahwasanya Haji
Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) adalah Pembeli Yang

Beritikad Baik yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan
hukum.

44. Bahwa, selain dinyatakan sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik, objek
perkara berupa Bidang Tanah yang sedang dipermasalahkan oleh
PENGGUGAT dalam perkara ini pun juga telah mendapatkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam
Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il, yakni Bidang Tanah adalah
sah dan berkekuatan hukum milik PARA TERGUGAT.

45. Bahwa, sekali lagi kami tegaskan : dalam Putusan Perkara | maupun Pu-
tusan Perkara Il, ditegaskan bahwasanya PARA TERGUGAT adalah
pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 10.600 m2 (sepuluh
ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor
4773/Kerobokan Kelod yang terletak di Banjar Batu Belig, Desa
Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
(“Bidang Tanah”).

46. Bahwa, selanjutnya, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Posita
angka 7, 7.1, 7.2 dan 7.3 halaman 4 - 7 Gugatan a quo yang pada
pokoknya mendalilkan bahwasanya telah terjadi penyalahgunaan keadaan
(misbruik van omstandigheden) yang berakibat menjadikan keadaan yang

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni terkait dengan :

1) Perbuatan PENGGUGAT vyang mengajukan gugatan perdata
sebagaimana dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan
Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS
tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember
2008 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dimana
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dalam perkara tersebut PENGGUGAT mengaku sebagai orang yang
bernama AZIS HUSIN yang tinggal di JI. Diponegoro Nomor 149 Den-

pasar Bali;
Bantahan PARA TERGUGAT

Posita-posita sebagaimana dimaksud diatas adalah dalil yang tidak
berdasar untuk mengaitkan /| menghubungkan PARA TERGUGAT
dengan perbuatan ‘jahat’ yang dilakukan sendiri oleh PENGGU-
GAT, dan perlu kami tegaskan berulang-ulang : dalil tersebut hanya
berlaku terhadap diri PENGGUGAT saja dan PENGGUGAT sendiri
yang mengaku telah melakukan penyalahgunaan keadaan (mis-

bruik van omstandigheden).

Posita-posita tersebut membuktikan bahwasanya PENGGUGAT
bersiasat dan berupaya sedemikian rupa untuk menutupi kesala-
han-kesalahannya sendiri / perbuatan-perbuatan ‘jahat’-nya sendiri
dengan ikut menyalahkan tidak hanya PARA TERGUGAT,
melainkan juga menyalahkan orang yang sudah meninggal dunia
akibat ‘berperang’ melawan ketidakadilan hukum yang disebabkan oleh
PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT llI (Haji Syahril HS).

Perlu kami nukil ayat suci untuk mengingatkan PENGGUGAT seba-
gai seorang muslim, dalam QS Al Ahzab ayat 58 yang dikutip berikut:

QS Al Ahzab ayat 58

131551 285 152051 Lo ,ias cakedalls oisedail 03355 03alls
[Ton 12,8 La315 Lligs

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada
kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah

menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Selain itu, perlu kami ulang kembali bahwasanya : dalam perkara Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli
2006 Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 September 2007 Juncto Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal
18 Desember 2008 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010,

baik Haji Syahril HS maupun PARA TERGUGAT, bukanlah pihak
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terkait atau pihak yang turut digugat, sehingga tidak mengetahui sama
sekali kedudukan PENGGUGAT yang telah mengaku-ngaku sebagai orang

yang bernama AZIS HUSIN. Bahkan semakin tak elok lagi jika pada fak-
tanya, PENGGUGAT terbukti telah ‘menghinakan’ lembaga peradilan den-

gan perbuatan yang tidak jujur.

Pengakuan perbuatan ‘jahat’ PENGGUGAT yang mengaku-ngaku se-
bagai orang yang bernama AZIS HUSIN tersebut adalah urusan prib-
adi PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PARA
TERGUGAT. Bahkan, PARA TERGUGAT sampai saat ini pun ragu dan
sangsi jika TURUT TERGUGAT Il adalah AZIS HUSIN asli yang dimak-
sud oleh PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sendiri berani mengakui
dirinya berbohong tentang identitas AZIS HUSIN, apalagi hanya me-
nunjuk TURUT TERGUGAT Illl sebagai AZIS HUSIN yang asli.

Dengan demikian, mengenai asli atau palsunya identitas AZIS HUSIN

dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan Banding
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3
September 2007 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1402 K/PDT/2008 tanggal 18 Desember 2008 Juncto
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, tidak membuktikan adanya
keterkaitan atau keikutsertaan PARA TERGUGAT dengan perbuatan
‘jahat’ PENGGUGAT tersebut.

2) Perbuatan hukum jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta
Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan TU-
RUT TERGUGAT I;

Bantahan PARA TERGUGAT

Sekali lagi perlu kami ulang-ulang kembali : Akta Perjanjian Nomor
100 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGU-
GAT |, telah diperiksa, dipertimbangkan dan dinyatakan sah,
berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat
sebagaimana dalam Putusan Perkara | maupun Putusan Perkara I,
sehingga posita atau fundamentum petendii maupun petitum angka 3
Gugatan a quo sehubungan dengan Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal
26 April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, harus
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ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a quo demi kepastian hukum dan keadilan
bagi PARA TERGUGAT.

3) Perbuatan hukum jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli
Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT
TERGUGAT II;

Bantahan PARA TERGUGAT

Kembali kami tegaskan dan ulangi : Akta Jual Beli Nomor 248/2012
tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I
telah diperiksa, dipertimbangkan dan dinyatakan sah, berdasar
hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana
dalam Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il, sehingga posita
atau fundamentum petendii maupun petitum angka 3 Gugatan a quo
sehubungan dengan Akta Jual Beli Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni
2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III, harus dikesamp-
ingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo demi kepastian hukum dan
keadilan bagi PARA TERGUGAT.

47. Bahwa, selanjutnya, PARA TERGUGAT juga menolak dengan tegas
Posita angka 8 halaman 7 Gugatan a quo yang menyatakan sebagai

berikut:

8. Bahwa sﬁ_:huhungan dengan telah terjadinya penyalahgunaan keadaan (Misbruix van
Omstandigheder) yang berakibat menjadi keadaan yang tidak sesuai dengan kedaan yang
sebenarnya sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan :

- Bahwa perbuatan Penggugat dan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris Para Tergugat) yvang telah
melaaui;:an penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam r.:emEuatan
Jual bel} sebanyak 2 (dua) kali dengan harga yang berbeda namun satu obyek jual beli,
sebagaimana Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 DAN Akta Jual Beli No :

§48,f2[}12,- tanggal 1 Juni 2012 tersebut adalah jelas merupakan perbuaten melawan
ukum. '

- Bahwa baik proses pembuatan maupun isi yang terkandung dalam Akta Nomor : 100
tgngglal 2§ April 2012 tentang Perjanjian yang di buat di hadapan I Putu Chandra, SH.
Notaris di Denpasar DAN juga Akta Jual Beli No : 248/2012.- tanggal 1 Juni 2013
dll-]aaap_-aﬂ Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengaﬁ daerah kerja
‘Kam;pa_zen Badung tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum, karenan;a
.neberacaan Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 DAN Akta Jual Beli No : 248/2012.-
fmﬂg?ﬂl Juni 2012_&ermaksud tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal
h;:m r;]yililm atau tidak mempunyai kekuatan hukum beserta dengan segala akibat

48. Bahwa, pokok posita yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai

adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau
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undue influence) dalam pembuatan 2 (dua) akta peralihan hak atas Bidang
Tanah dimana perbuatan ‘jahat’ yang terbukti dilakukan oleh PENGGUGAT
sendiri  harus ‘dipaksakan’ menjadi kesalahan yang harus
dipertanggungjawabkan pula oleh PARA TERGUGAT.

49. Bahwa, yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden atau undue influence) adalah suatu perbuatan
sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain
yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak
seimbang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan tujuan

untuk mengambil keuntungan ekonomis.

In casu, posita atau fundamentum petendii yang didalilkan oleh
PENGGUGAT mengenai adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik
van omstandigheden atau undue influence) dalam pembuatan 2 (dua)
akta peralihan hak atas Bidang Tanah dari PENGGUGAT kepada Haji
Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) tersebut adalah keliru
konsep dan tidak dapat dibenarkan mengingat pada saat penandatan-
ganan kedua akta tersebut tidak ada penyalahgunaan keadaan karena
proses jual beli Bidang Tanah antara PENGGUGAT dengan Haji
Syahril HS (ayah kandung PARA TERGUGAT) tidak ada kondisi-kon-
disi yang mengakibatkan salah satu pihak berkedudukan lebih ung-
gul dibandingkan pihak lainnya atau ada paksaan dan tekanan dari
salah satu pihak kepada pihak lain atau janji-janji yang tidak ditu-
naikan oleh masing-masing pihak. Hal mana telah diuji, diperiksa, diper-
timbangkan dan diputuskan secara seksama dalam Putusan Perkara | dan
Putusan Perkara Il yang salah satu pokok keputusannya adalah Akta
Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan TU-
RUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni
2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT Il adalah sah, berdasar

hukum dan berkekuatan hukum mengikat.

50. Bahwa, apabila PENGGUGAT berani mendalilkan adanya penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue influence) dalam Gu-
gatannya berulang kali dan berupaya ‘memaksa’ PARA TERGUGAT untuk
turut dipersalahkan atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya sama
sekali, maka adalah cukup alasan dan dapat dibuktikan secara faktual,
PENGGUGAT telah melakukan penyalahgunaan proses hukum (mis-

bruik van procesrecht atau abuse of process) dimana PENGGUGAT
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terbukti menyalahgunakan proses hukum di Indonesia yang men-
ganut asas lus Curia Novit (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan mengajukan Gu-
gatan a quo yang memiliki tuntutan / petitum yang tidak masuk akal,
yakni menghukum diri sendiri (PENGGUGAT) dan memaksa pihak lain
(PARA TERGUGAT) untuk turut bertanggung jawab atas perbuatan ‘ja-
hat’ yang terang-terang dilakukannya sendiri (PENGGUGAT).

Mungkin secara konsep penyalahgunaan proses hukum (misbruik van pro-
cesrecht atau abuse of process) tidak dikenal dalam hukum acara yang
berlaku di Indonesia, namun tampaknya konsep ini sudah perlu diterapkan
dalam banyak perkara mengingat masyarakat semakin ‘melek’ hukum dan
banyak ‘belajar’ memanfaatkan celah-celah hukum di Indonesia yang
belum sepenuhnya sempurna. Apabila konsep adanya penyalahgunaan
proses hukum (misbruik van procesrecht atau abuse of process) dapat dit-
erapkan dalam perkara ini, menjadi wujud nyata bahwasanya keadilan dan
kepastian hukum menjadi panglima pemikiran bagi Majelis Hakim Yang
Kami Muliakan, serta upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh Majelis
Hakim Yang Kami Muliakan untuk menemukan hukum (rechtsvinding)
dalam hukum acara perdata.

Izinkan pula kami mengutip kembali ayat suci untuk mengingatkan PENG-
GUGAT maupun pihak-pihak terkait sesama Muslim, QS Al Bagarah ayat
188 yang kami nukil berikut:

QS Al Bagarah ayat 188
~55 8

Sl LT 55 8 B £ L Ly sl s 31 G 0
Gl

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, padahal kamu mengetahui.

51. Bahwa, berdasarkan uraian bantahan atas posita-posita PENGGUGAT
mengenai adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandighe-
den atau undue influence) yang diakui dilakukannya sendiri tersebut, maka
adalah beralasan hukum dan patut bagi Majelis Hakim Yang Kami

Muliakan untuk menolak seluruh tuntutan / petitum dalam Gugatan yang
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diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak ada penyalahgunaan keadaan
(misbruik van omstandigheden atau undue influence) yang terjadi dalam
proses jual beli dari PENGGUGAT kepada Haji Syahril HS (ayah kandung
PARA TERGUGAT) berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26
April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli
Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT
TERGUGAT Il yang secara yuridis telah diputus sah, berdasar hukum dan
berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara

| dan Putusan Perkara Il.

BANTAHAN 02

KEPEMILIKAN PARA TERGUGAT ATAS BIDANG TANAH TIDAK
MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

52. Bahwa, sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Posita
angka 9 halaman 8 Gugatan a quo yang menyimpulkan bahwasanya PARA
TERGUGAT turut terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bersama-sama
dengan PENGGUGAT sendiri, perlu ditegaskan kembali bahwasanya
PARA TERGUGAT menolak seluruh isi posita dimaksud karena secara
faktual maupun yuridis, tidak ada perbuatan melawan hukum yang di-
lakukan oleh PARA TERGUGAT maupun almarhum Haji Syahril HS
dalam kepemilikannya atas Bidang Tanah.

53. Bahwa, tuduhan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT mengenai
adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau un-
due influence) yang (katanya) turut dilakukan oleh PARA TERGUGAT
dalam proses jual beli atas Bidang Tanah adalah dalil yang tidak benar dan
tidak berdasarkan hukum, karena pada kenyataannya Bidang Tanah terse-
but telah memiliki status hak dan kekuatan hukum sebagai milik PARA
TERGUGAT, serta 2 (dua) akta yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT,
yakni Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012 yang dibuat
dihadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli Nomor 248/2012
tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II, juga
telah diberi status yuridis sebagai akta yang sah, berdasar hukum dan
berkekuatan hukum mengikat, dan juga Haji Syahril HS (ayah kandung
PARA TERGUGAT) juga telah dinyatakan sebagai Pembeli Yang Beritikad
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Baik sebagaimana seluruh status tersebut diberikan tidak hanya oleh satu
keputusan hakim yang berbeda, melainkan 2 (dua) keputusan hakim yang

berbeda (vide Putusan Perkara | dan Putusan Perkara I1).

Dengan demikian, terbukti tidak ada tindakan hukum satu pun dari PARA
TERGUGAT yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) yang akan kami uraikan selanjutnya.

54. Bahwa, adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
a. Adanya kesalahan;
b. Adanya kerugian; dan

c. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum

dengan kerugian yang dialami.

55. Bahwa, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas bersifat kumulatif,
yang artinya semua unsur harus dipenuhi. Apabila salah satu unsur tidak
terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

Perbuatan Melawan Hukum;
Ad. a) Unsur “Adanya Perbuatan Melawan Hukum” Tidak Terpenuhi

56. Bahwa, tidak ada perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum
atau bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh PARA
TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena peralihan tanah objek
sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012
yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli Nomor
248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT
I, telah sesuai dengan prosedur hukum jual beli tanah yang berlaku,
tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk membayar lu-
nas seluruh harga beli Bidang Tanah kepada PENGGUGAT sebesar
Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar Rupiah), dan telah
dinyatakan sah berdasarkan 2 (dua) putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yakni berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps
tanggal 16 Januari 2017 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor
64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Juncto Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober
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2018 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406
PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Juncto Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023
(“Putusan Perkara 1) dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
754/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 9 Mei 2017 Juncto Putusan Pengadilan
Tinggi Bali Nomor 162/PDT/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017
Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2821
K/PDT/2018 tanggal 14 November 2018 Juncto Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 726 PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember
2020 (“Putusan Perkara II").

Oleh karena itu, berdasarkan uraian singkat di atas, unsur “adanya
perbuatan melawan hukum” tidak terpenuhi sehingga Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

sudah sepatutnya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Ad. b) Unsur “Adanya Kesalahan” Tidak Terpenuhi

57. Bahwa, selain tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum,
peralihan hak atas Bidang Tanah juga tidak mengandung unsur
“kesalahan” yang dilakukan oleh Haji Syahril HS maupun PARA
TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 100 tanggal 26 April 2012
yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT | dan Akta Jual Beli Nomor
248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TURUT
TERGUGAT II.

58. Bahwa, sejak Bidang Tanah ditawarkan sampai dengan akhirnya diperjual-
belikan oleh PENGGUGAT kepada Haji Syahril HS (ayah kandung PARA
TERGUGAT), baik Haji Syahril HS maupun PARA TERGUGAT, tidak
pernah mengetahui sama sekali bahwasanya PENGGUGAT adalah
orang yang mengaku-ngaku sebagai AZIS HUSIN karena sejak awal
ditawarkan Bidang Tanah tersebut, Haji Syahrii HS maupun PARA
TERGUGAT telah memeriksa identitas PENGGUGAT secara hukum,
termasuk adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 September 2007
Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PDT/2008
tanggal 18 Desember 2008 Juncto  Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dan

memeriksa pula keabsahan status hak kepemilikan yang diklaim oleh
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PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan

Kelod melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Dengan demikian, PARA TERGUGAT terbukti tidak melakukan kesala-
han apapun, baik dengan sengaja maupun lalai, dalam proses jual
beli Bidang Tanah tersebut dan oleh karenanya, Haji Syahril HS (ayah
kandung PARA TERGUGAT) adalah Pembeli Yang Beritikad Baik yang
harus dilindungi oleh hukum berdasarkan Putusan Perkara | dan Putusan

Perkara Il.

59. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, unsur “adanya kesalahan”
menjadi tidak terpenuhi sehingga PARA TERGUGAT memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk menolak
Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,;

Ad. c) Unsur “Adanya Kerugian” Tidak Terpenuhi

60. Bahwa, secara faktual maupun yuridis yang tidak dapat dibantah kebe-
narannya secara materil, PENGGUGAT terbukti tidak mengalami
kerugian apapun, baik secara materiil maupun immateriil, terkait
dengan peralihan hak atas Bidang Tanah kepada Haji Syahril HS (ayah
kandung PARA TERGUGAT) berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 100
tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT | dan
Akta Jual Beli Nomor 248/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan
TURUT TERGUGAT I1.

Justru, yang terbukti dirugikan oleh PENGGUGAT adalah PARA
TERGUGAT selaku ahli waris dari Haji Syahril HS karena PENGGUGAT
secara faktual telah menerima uang sebesar Rp 95.000.000.000,-
(sembilan puluh lima milyar Rupiah) dari Haji Syahrii HS pada saat
terjadinya transaksi jual beli Bidang Tanah tersebut di tahun 2012. Dengan
demikian, secara faktual maupun yuridis, unsur “adanya kerugian” tidak
terpenuhi. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya
menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Ad. d) Unsur “Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan

Melawan Hukum Dengan Kerugian Yang Dialami” Tidak Terpenuhi

61. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang melawan
hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan
serta tidak ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, maka unsur

“adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan
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kerugian yang dialami” menjadi tidak terpenuhi karena tidak ada per-
buatan yang melanggar hukum maupun kerugian yang dialami oleh
PENGGUGAT.

62. Bahwa, tidak terpenuhinya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata membuk-
tikan bahwasanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang di-
lakukan oleh PARA TERGUGAT atau Haji Syahril HS kepada PENGGU-
GAT. Namun demikian, kembali kami ulang-ulang tanpa bosan-bosan
untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk
memeriksa secara cermat dan teliti serta memperhatikan dan mem-
pertimbangkan fakta hukum bahwasanya objek dan pokok perkara
yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Gugatan a quo memi-
liki kesamaan dengan objek dan pokok perkara dalam 2 (dua) putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebelum-
nya, yakni Putusan Perkara | dan Putusan Perkara Il. Oleh sebab itu,
adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk

mengesampingkan dan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

BANTAHAN 03

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERDASAR
DAN HARUS DITOLAK

63. Bahwa, pada pokoknya, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Posita
angka 10 halaman 8 - 9 Gugatan a quo, yang pada pokoknya :
PENGGUGAT memohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),
berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR karena gugatan diajukan berdasarkan
bukti-bukti otentik.

64. Bahwa, meskipun didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana
diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dalam mengajukan permohonan putu-
san serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) perlu dipenuhi syarat-syarat tek-

nis sebagaimana dapat kami uraikan selanjutnya.

65. Bahwa, secara yuridis dan prosedural, putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) hanya dapat diberikan apabila Gugatan telah memenuhi syarat
putusan serta merta sebagaimana diuraikan dalam Buku Il Mahkamah
Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 87-88 yang

menyatakan sebagai berikut:
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Buku Il Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,
halaman 87-88

Syarat-syarat dapat diajukan putusan serta merta adalah :

a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil
gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta
otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda

tangannya oleh tergugat;

b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;

e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah
memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan

Syarat-syarat formil lainnya;

f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya
tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya

putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;

g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik
penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang
untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan

putusan serta merta terpenuhi;

h. Putusan serta merta hanya dapat dilakukan atas perintah dan
dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri

yang bersangkutan;

i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua
Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi

atau Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan syarat-syarat putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun syarat
yang dipenuhi oleh PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan
putusan serta merta uitvoerbaar bij voorraad).
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66. Bahwa, lebih lanjut, berdasarkan ketentuan butir 3 Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 tahun 2000, dikatakan sebagai berikut:

Butir 3 SEMA No. 3 Tahun 2000

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para
Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim
Pengadilan  Negeri dan  Hakim  Pengadilan Agama  untuk
mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sunguh-
sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan
tuntutan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan
Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen
Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen
Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv

Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001,
Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menegaskan agar,
Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan
dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun
2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan

Provisional sebagai berikut :

SEMA No. 4 Tahun 2001

Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar
Majelis  Hakim  berhati-hati dan  dengan  sungguh-sungguh
memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta uitvoerbaar bij
voorraad) dan Provisional, terutama yang berkaitan dengan

pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7
SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan :

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada
pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang

membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan

tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
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Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum
sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim
untuk menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
yang diajukan PENGGUGAT.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan Alasan-alasan yang didasari rasa
keadilan sebagaimana tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT mohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
MENGADILI
DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk

seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut

Tergugat Il memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta hukumnya, Turut Tergugat Ill membenarkan apa yang
didalilkan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3
gugatannya tersebut, hal ini telah terbukti berdasarkan putusan-putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res
judicata/inkracht van gewijsde) serta sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas
bidang tanah tersebut.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 4 dan angka 5
gugatannya tersebut, maka Turut Tergugat Ill menanggapi bahwa disamping

apa yang didalilkan Penggugat tersebut benar adanya dan juga faktanya
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bahwa walaupun proses jual beli terjadi dua kali dengan harga yang
juga tidak sama dan sangat jauh berbeda. Perjanjian Jual Beli Akta
Nomor : 100 tanggal 26 April 2012 dengan harga sebesar Rp.
95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar rupiah) sedangkan
Perjanjian Jual Beli sebagaimana Akta Nomor : 248/2012 tanggal 1 Juni
2012 dengan harga sebesar Rp. 21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar
empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi
secara tidak benar, HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat dalam
perkara a quo) menerima begitu saja dan tetap membeli bidang tanah
tersebut.
Dengan demikian menjadi terbukti bahwa proses pelaksanaan jual beli
tersebut adalah tidak sah dan jelas mengandung cacat hukum serta terbukti
pula bahwa HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat dalam
perkara a quo) adalah Pembeli yang tidak beritikad baik karena kelalaian
atau kecerobohannya dalam membeli bidang tanah tersebut, maka sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Okto-
ber 1992 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “Pembeli tidak dapat
dikualifikasi sebagai yang beriktikad baik karena pembelian dilakukan
dengan ceroboh, yaitu pada saat pembelian itu ia sama sekali tidak
meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara. Karena itu, ia tidak
pantas dilindungi dalam transaksi itu”.

Bahwa disamping itu, tidak sah dan cacat hukumnya jual beli antara

Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat dalam

perkara a quo) terbukti dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Nomor : 100 tanggal 26 April 2012, maka Jual Beli
antara Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para
Tergugat dalam perkara a quo) tersebut dilakukan dengan harga sebesar
Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar rupiah).

- Berdasarkan Akta Nomor : 248/2012 tanggal 1 Juni 2012, maka Jual Beli
antara Penggugat dengan HAJlI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para
Tergugat dalam perkara a quo) tersebut dilakukan dengan harga sebesar
Rp. 21.432.300.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh
dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan bukti tertulis yang diajukan HAJI SYAHRIL HS
(Pewaris/Ayah Para Tergugat dalam perkara a quo) bertanda T.11I-6 dari
6 a sampai dengan 6 e sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 692/Pdt.G/ 2015/PN.Dps. tanggal 16 Januari 2017 yang
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telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jumlah pembayaran yang
telah dilakukan oleh HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat
dalam perkara a quo) seluruhnya sebesar Rp. 111.507.300.000,-
(seratus sebelas milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan alasan Memori PKnya pada halaman 7 huruf a strif ke-4 dan
halaman 9 huruf a baris ke-10 dalam perkara Nomor : 406 PK/PDT/2020
yang telah diputus tanggal 22 Juni 2020 dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dimana HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat
dalam perkara a quo) mengakui bahwa Pembelian dilakukan dengan
harga yang layak in casu sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan
puluh milyar rupiah).

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
107/Pid.B/2018/PN.Dps. tanggal 16 April 2018 yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka terbukti bahwa Saksi AGUNG HARI
PURNOMO (selaku kuasa Penggugat sebagaimana Akta Nomor : 101
tanggal 26 April 2012 tentang Kuasa), mengakui bahwa Jual Beli antara
Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat
dalam perkara a quo) tersebut BARU dilakukan pembayaran vyaitu
sebesar Rp. 88.000.000.000,- (delapan puluh delapan milyar rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa jual

beli antara Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para

Tergugat dalam perkara a quo) atas 1 (satu) bidang tanah yang sama

tersebut dilakukan dengan 4 (empat) harga yang berbeda dan itupun ada

salah satu harga yang belum lunas pembayarannya, sehingga fakta ini
telah cukup membuktikan bahwa asas terang dan tunai dalam jual beli
antara Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat

dalam perkara a quo), baik sebagaimana Perjanjian Jual Beli No. 100

tanggal 26 April 2012 atau sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 248/2012

tanggal 1 Juni 2012 tersebut adalah TIDAK TERPENUHI.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah

menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu antara

lain yang utama adalah “adanya kata sepakat bagi mereka yang
mengikatkan dirinya”. Bahwa kata sepakat didalam perjanjian pada
dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau
setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Seseorang
dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya

(Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati, misalnya
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antara lain sepakat untuk harganya. Dimana jika dihubungkan dengan

fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa terhadap 1 (satu)

bidang tanah yang sama terdapat 4 (empat) harga yang berbeda,
sehingga terbukti dalam perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan yang

jelas mengenai harganya, menyebabkan Perjanjian Jual Beli No. 100

tanggal 26 April 2012 dan atau Akta Jual Beli Nomor : 248/2012 tanggal 1

Juni 2012 tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum dan terbukti pula bahwa pembelian yang dilakukan oleh

HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat dalam perkara a quo)

didasarkan atas ITIKAD TIDAK BAIK, karenanya sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22

Oktober 1992 tersebut diatas, maka HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah

Para Tergugat dalam perkara a quo) tidak pantas dilindungi hukum.

3. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat pada posita angka 6
gugatannya, bahwa sesuai fakta hukumnya, yaitu berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.B/ 2018/PN Dps tanggal 16
April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, bahwa
Penggugat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Membuat Surat
Palsu dan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta
Autentik dan atas perbuatannya tersebut, Penggugat telah dipidana Penjara
selama 5 (lima) bulan.

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 dan angka 8 gugatannya
tersebut, telah cukup membuktikan adanya pengakuan murni dari
Penggugat yaitu bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan (Misbruik
van Omstandigheden) yang berakibat menjadi keadaan yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya sehubungan dengan telah terjadinya jual
beli antara Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para
Tergugat dalam perkara a quo) terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut
diatas. Maka sesuai dengan :

- pasal 174 HIR yang berbunyi : “Pengakuan, yang diucapkan dihadapan
hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu
baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang
lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.

- pasal 1925 KUH Perdata berbunyi : “Pengakuan yang dilakukan dimuka
hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah
melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang

khusus dikuasakan untuk itu”.
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Karenanya jelas terdapat bukti yang sempurna, bahwa telah terjadi
penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam jual beli
antara Penggugat dengan HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat
dalam perkara a quo) atas bidang tanah tersebut diatas.

5. Bahwa oleh karena terbukti bahwa dalam jual beli antara Penggugat dengan
HAJI SYAHRIL HS (Pewaris/Ayah Para Tergugat dalam perkara a quo)
terhadap bidang tanah tersebut telah terjadi penyalahgunaan keadaan (Mis-
bruik van Omstandigheden) yang berakibat menjadi keadaan yang tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga sudah pasti perbuatan
tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala akibat
hukumnya menjadi batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan
hukum sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 9 gugatannya.

6. Bahwa dari uraian Turut Tergugat Ill sebagaimana tersebut diatas, maka
terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sesuai
dengan fakta hukumnya, sehingga sangat patut apabila permintaan
Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut dikabulkan.

Berdasarkan uraian dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat
dan tersirat diatas, maka dengan hormat, Turut Tergugat Ill mohon kehadapan
yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan mengabulkan
gugatan Penggugat atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan
hormat, Turut Tergugat Ill mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Kuasa
Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2024,
selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa
Turut Tergugat Il mengajukan duplik tertanggal 13 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil
gugatan tersebut, pihak Penggugat mengajukan surat - surat bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2006/PN.

Dps, tanggal 4Juli 2006, telah bermeterai cukup diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/Pdt/2007/PN.

Dps, tanggal 13 September 2007, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-

2;
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3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1402/K/PDT/2008, tanggal 18 Desember 2008, telah bermeterai cukup,
diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
158/PK/PDT/2010, tanggal 26 Agustus 2010, telah bermeterai cukup,
diberi tanda P-4,

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milil No. 4773/Kel : Kerobokan Kelod atas nhama
pemegang haknya Aziz Husin bermeterai cukup diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Nomor: 100, tanggal 26 April 2012, tentang Perjanjian yang
dibuat di hadapan | Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar, telah
bermeterai cukup diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 248/2012, tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat
dihadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah
kerja Kabupaten Badung, telah bermeterai cukup diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasae No. 107/Pid.B/2018/PN
Dps, tanggal 16 April 2028. telah bermeterai cukup diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Mohon Salinan resmi yang ditunjukan kepada Ketua Pen-
gadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Maret 2024, Nomor:
001/SRT/P/I/2024, telah bermeterai cukup diberi tanda P-9a;

10. Fotokopi tanda terima Mohon Salinan resmi yang ditunjukan kepada Ke-
tua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Maret 2024, Nomor:
001/SRT/P/111/2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-9b;

11. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 545/PAN.PN/W24-
U1/KA1.2.C/111/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yamg ditujukan kepada
Sdr. Dedy Siringoringo, SH., Mohon Salinan resmi, telah bermeterai
cukup, diberi tanda P-10;

12. Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) Laman (Website) Direktori Putu-
san Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 PK/PDT/2010,
telah bermeterai cukup diberi tanda P -11;

Bahwa Fotokopi bukti surat-surat tersebut yang telah bermeterai cukup
dan setelah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2,
P-3, P-5, P-6. P-7, P-9b sesuai dengan fotokopinya dan Bukti P-4, P-8, sesuai
dengan Salinan resminya dan P-11 sesuai dengan Print Out, kemudian dilam-

pirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebutt, Kuasa Penggugat

mengatakan tidak mengajukan saksi — saksi;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa
Tergugat L.IL11I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2006/PN.
Dps, tanggal 4Juli 2006, telah bermeterai cukup diberi tanda TL.TII. 1lI-
la;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No0.108/Pdt/2007/PN.
Dps, tanggal 13 September 2007, telah bermeterai cukup, diberi tanda
TLTILTHI - 1b;

3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1402/K/PDT/2008, tanggal 18 Desember 2008, telah bermeterai cukup,
diberi tanda TL.TILTII - 1c;

4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
158/PK/PDT/2010, tanggal 26 Agustus 2010, telah bermeterai cukup,
diberi tanda TL.TILTIII - 1d;

5. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor: 100, tanggal 26 April 2012, dibuat di
hadapan | Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar, telah bermeterai
cukup diberi tanda TL.TILTII - 2;

6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 248/2012, tanggal 1 Juni 2012 yang
dibuat dihadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan
daerah kerja Kabupaten Badung, telah bermeterai cukup diberi tanda
TLTILTHI -3;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4773/Kel: Kerobokan Kelod luas 10.600
M2 atas nama Haji Syahril HS, bermeterai cukup diberi tanda
TLTILTHI -4;

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
692/Pdt.G/2015/PN. Dps, tanggal 16 Januari 2017, telah bermeterai
cukup diberi tanda TL.TIL.TII -5a;

9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/Pdt/2017/PT.Dps
tanggal 26 Juli 2017, telah bermeterai cukup diberi tanda TI.TIL.TIII -5b;

10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1880/K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018, telah bermeterai cukup diberi
tanda TLTILTII -5¢;

11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
406/PK/Pdt/2020, tanggal 22 Juni 2020, telah bermeterai cukup diberi
tanda TI.TIL.TII -5d;
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12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1104/PK/Pdt/2022, tanggal 12 Januari 2023, telah bermeterai cukup
diberi tanda TL.TILTIII -5e;

13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
754/Pdt.G/2016/PN, Dpas, tanggal 9 Mei 2017, telah bermeterai cukup
diberi tanda TI.TIL.TIII -6a;

14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 162/Pdt/2017/PT.Dps
tanggal 5 Desember 2017, telah bermeterai cukup diberi tanda
TLTILTII -6b;

15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2821/K/Pdt/2018, tanggal 14 Nopember 2018, telah bermeterai cukup
diberi tanda TL.TILTIII -6¢;

16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
726/PK/Pdt/2020, tanggal 28 Desember 2020, telah bermeterai cukup
diberi tanda TL.TILTIII -6d,;

17. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2021/PA.Bdg, tanggal 27

April 2021, diberi tanda T.LILIIN -7 ;
18. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2021/PA.Bdg, tanggal 27
April 2021, diberi tanda T.LILIII -8;

Bahwa Fotokopi bukti surat-surat tersebut yang telah bermeterai cukup
dan setelah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan Salinannnya, kecuali Bukti
TI.TILTII-4 sesuai dengan aslinya dan Bukti TI.TIL.Tlll-6b sesuai dengan Fo-
tokopinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I.11.11I tidak

mengajukan saksi — saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Turut

Tergugat Il telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 107/Pid.B/2018/PN.
Dps, tanggal 16 April 2018, atas nama Terdakwa Hasan Djafar (Penggugat
dalam Perkara A Quo) telah bermeterai cukup diberi tanda TT.Ill — 1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 692/Pdt.G/2015/PN.
Dps, tanggal 16 Januari 2017, telah bermeterai cukup, diberi tanda TT.11I -2;

3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
406/K/PDT/2020, tanggal 22 Juni 2020, telah bermeterai cukup, diberi tanda
TT.II-3;
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4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4773/Kel: Kerobokan Kelod Surat
Ukur Tanggal 13/10/2011 No. 04664/Kerobokan Kelod/2011, Luas: 10600
M2, atas nama yang berhak Abdul Aziz Alamudi Turut Tergugat Il (dalam
perkara aquo) telah bermeterai cukup diberi tanda TT.11I -4;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pdt.G/2006/PN Dps,
tanggal 4 Juli 2006, telah bermeterai cukup diberi tanda TT.11I - 5;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 108/Pdt./2007/PN.
Dps, tanggal 3 September 2007, diberi tanda TT.1lI -6;

7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1402/K/PDT/2008, tanggal 18 Desember 2008 telah bermeterai cukup,
diberi tanda TT.11I-7;

8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
158/PK/PDT/2010, tanggal 26 Agustus 2010 telah bermeterai cukup, diberi
tanda TT.III-8;

9. Fotokopi Akta Nomor: 100, tanggal 26 April 2012, tentang Perjanjian yang
dibuat di hadapan | Putu Chandra, SH. Notaris di Denpasar, telah
bermeterai cukup diberi tanda TT.1II -9;

10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 248/2012, tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat
dihadapan Ni Luh Amik Muryatini, Sarjana Hukum, PPAT dengan daerah
kerja Kabupaten Badung, telah bermeterai cukup diberi tanda
TT. Il -10;

Bahwa Fotokopi bukti surat-surat tersebut yang telah bermeterai cukup

dan setelah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TT.1lI- 6,

TT.II- 7, TT.III- 9 dan TT.llI- 10 sesuai dengan fotokopinya, kemudian dilam-

pirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Turut Tergugat IlI

juga tidak mengajukan saksi — saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang
obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan 17 Mei
2024, dengan hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah
mengajukan kesimpulannya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 secara e-

litigasi;
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Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Il

dan Il mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA
KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LE-
GAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (GEMIS AAN-
HOEDANIGHEID/ DISKUALIFIKASI IN PERSON);

Bahwa, berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata, cukup alasan untuk mem-
buktikan bahwasanya PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk
mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara a quo
karena PENGGUGAT bukan-lah pihak dalam perkara-perkara seba-
gaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
25/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 4 Juli 2006 Juncto Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar Nomor 108/PDT/2007/PT.DPS tanggal 3 September 2007
Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PDT/2008 tang-
gal 18 Desember 2008 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung Nomor 158 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

1. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MENGANDUNG
NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA-PERKARA YANG TELAH MEMI-
LIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT (VIDE PASAL 1917
KUHPERDATA).

Gugatan a quo mengandung kesamaan pokok perkara dengan pokok
perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan:

- Putusan Peninjauan Kembali Ke-lI Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/PDT/2018
tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali
Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps
tanggal 16 Januari 2017 (“Putusan Perkara I"); dan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726
PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2821 K/PDT/2018 tanggal 14
November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor
162/PDT/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pdt.G/2015/PN. Dps
tanggal 9 Mei 2017 (“Putusan Perkara II");

2. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa, formulasi maupun seluruh isi Gugatan yang diajukan oleh
PENGGUGAT tidak menguraikan kronologis (feitelijke gronden) dan dasar
hukum (rechtelijke gronden) sama sekali mengenai perbuatan melawan
hukum yang dituduhkan dilakukan oleh PARA TERGUGAT, melainkan
penjabaran kronologis (feitelijke gronden) dan dasar hukum (rechtelijke
gronden) hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
PENGGUGAT sendiri sebagai seorang Mafia Tanah (vide Posita angka 7 —

8 halaman 4 — 7 Gugatan a quo).

3. GUGATAN DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK (VEXATIOUS LITIGA-
TION).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I, Il, dan Il tersebut
Penggugat pada pokoknya menolak dan menyatakan tetap dengan dalil gu-

gatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, setelah mem-
perhatikan alat bukti yang diajukan Tergugat I, 1, dan Ill, Majelis Hakim berpen-
dapat dalil eksepsi adalah beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai
berikut:

1. Adanya Unsur Ne Bis In Idem.

Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai den-
gan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pen-
gadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in
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idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh dia-
jukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya
Harahap, S.H., hal. 42);

Bahwa, setelah memperhatikan bukti surat Para Tergugat yaitu Bukti
T.LILI - 1.a, s/d 1.d, Bukti T.LILIII - 5.a s/d 5.e, Bukti T.LILII - 6.a s/d 6.d,
diperoleh fakta terhadap persoalan yang dituntut/ objek perkaranya ternyata
sama, yaitu mengenai status kepemilikan Bidang Tanah (Objek Sengketa)
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773/Kerobokan yang terletak di Banjar
Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali atas nama Haji Syahril H.S., yang secara yuridis dan sah telah
diputuskan sebagai milik ahli waris Haji Syahril H.S dalam putusan

sebagaimana tersebut dalam bukti diatas;

Bahwa berdasarkan para pihak yang berkaitan dalam Gugatan
PENGGUGAT terbukti memiliki kesamaan pihak, kesamaan objek perkara,
kesamaan materiil/ pokok perkara dan kesamaan alasan hukum serta dasar
hukum, yang secara jelas dan nyata memiliki kesamaan pokok perkara
dengan 2 (dua) pokok perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebelumnya, yaitu :

a. Putusan Peninjauan Kembali Ke-ll Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1104 PK/Pdt/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1880 K/PDT/2018
tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali
Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal
16 Januari 2017 (Bukti T.LILIII - 5.a s/d 5.e disebut Putusan Perkara
D

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726
PK/Pdt/2020 tanggal 28 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2821 K/PDT/2018 tanggal 14
November 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor
162/PDT/2017/PT DPS tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 754/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal
9 Mei 2017 (Bukti T.LILIII - 6.a s/d 6.d disebut Putusan Perkara II).
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2. Bahwa, terbukti gugatan PENGGUGAT mengandung unsur Nebis In Idem

karena pihak-pihak terkait dalam Gugatan a quo adalah sama :

. . Putusan Putusan
Pihak-Pihak | Gugatan a quo
Perkara | Perkara Il
] Abdul Aziz
Hasan Djafar o
Alamudi Bin AA Ngurah
yang mengaku ) .
PENGGUGAT o Husin Alamudi Gede Agung
sebagai Azis . ]
] disebut juga (Penggugat 1)
Husin

AZIS HUSIN

Haji Syahril HS | Haji Syahril HS

ang kemudian ang kemudian
Sedy, Hendra HS (vang (vang

dilanjutkan oleh | dilanjutkan oleh
dan Aldy selaku

TERGUGAT i ) . ahli warisnya ahli warisnya
Ahli Waris Haji
_ karena karena
Syahril HS . ]
meninggal meninggal
dunia) dunia)
1. 1Putu
Chandra, S.H. | Kepala Kantor
Badan
2. Ni Luh Amik
TURUT o Pertanahan
Muryatini, S.H. ) -
TERGUGAT Nasional
3. Abdul Aziz Kabupaten
Alamudi bin Badung

Husin Alamudi

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat Gugatan PENGGUGAT mengandung unsur Nebis In Idem karena
dasar hukum gugatan yang diajukan memiliki kesamaan pokok perkara antara
Gugatan a quo dengan putusan perkara sebelumnya yang telah mempunyai
kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.LILII - 1.a, s/d 1.d,
Bukti T.LILII - 5.a s/d 5.e, Bukti T.LILIII - 6.a s/d 6.d.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2002 tentang
penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem, maka sudah
menjadi kewajiban bagi Hakim untuk melaksanakan azas nebis in idem demi
kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang

berbeda;
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Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2002
tersebut, maka eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat
mengandung Nebis In Idem adalah beralasan hukum. Dengan demikian eksepsi

Para Tergugat tersebut dikabulkan;
2. Gugatan mengandung itikad tidak baik (Vexatious Litigation).

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menguraikan perbuatannya
berlaku curang dalam hal mengajukan gugatan, yang pada akhirnya Penggugat

telah menjalani pidana atas perbuatan tersebut;

Bahwa meskipun Penggugat mengakui telah melakukan kecurangan
karena telah mengaku-ngaku sebagai Azis Husin dan telah dinyatakan bersalah
dengan adanya putusan pidana, sehingga mengajukan gugatan ini dengan dalil
untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Hal tersebut tidak bisa dijadikan
alasan untuk mengajukan gugatan, sebab secara formil gugatan sebagaimana
dimaksud Penggugat tidak dikenal apalagi gugatan yang menuntut agar
Penggugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan
yang meyalahi hukum formil. Oleh karena itu adalah beralasan hukum jika
Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan
dengan itikad tidak baik, yaitu dengan maksud untuk menghindari pelaksanaan

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
maka eksepsi tentang gugatan mengandung Nebis In Idem dan gugatan
mengandung itikad tidak baik dapat dikabulkan. Denga demikian gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada
pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis
Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, SEMA Nomor 3

Tahun 2002 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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DALAM EKSEPSI.
- Mengabulkan eksepsi Tergugat |, Il, dan IlI;
DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard);

2. Menghukum  Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.378.500,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami,
Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa
Patiputra, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 9
Nopember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman
Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah

dikirim secara elektronik

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d. t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H. M.H. Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.
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Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ................. Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .......cccoeeiiiiiennnn, Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan ................ Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan  ............... Rp. 1.010.000,-
5. PNBP oo Rp.  70.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat..... Rp. 750.000,-
7. Redaksiputusan ..................... Rp. 10.000,-
8. Meteral .......oooveieiiiiiiiinnnn.., Rp. 10.000.-

Jumlah ...... Rp. 2.378.500,-

(dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
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